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SALINAN PUTUSAN 

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. 

الرحيم الرحمن الله بسم  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana 

tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:  

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di, Kelurahan Benoa, 

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Wiraswasta (Supir travel Freeland), tempat tinggal di, Kelurahan 

Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi 

Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada 

tanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 22 Agustus 2017 

yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada 

tanggal 16 November 2005 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Panji, 

Kabupaten Situbondo. Dengan kutipan Akte Nikah Nomor XXXX tertanggal 

16 November 2005; 

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama 

di denpasar selama 6 Tahun dan kemudian pindah ke, kelurahan Benoa, 

kecamatan Kuta Selatan sampai bulan Juli tahun 2017; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan sebagaiman layaknya suami istri dan  telah dikaruniai 3(tiga) 

orang anak bernama:  

- Anak I, Lahir tanggal 14 Februari 2006; 

- Anak II, Lahir tanggal 21 Desember 2010; 

- Anak III, Lahir tanggal 08 Junu 2015; 

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 

bulan Mei 2015 yang penyebabnya antara lain:  

- Tergugat sering tidak tidur dirumah dengan alasan yang tidak jelas; 

- Tergugat jarang memberi nafkah lahir kalaupun memberi tidak 

mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan 

Tergugat; 

- Kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada ketiga anaknya 

karena jarang berada dirumah; 

- Dan selama 2 Tahun ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin 

kepada Penggugat; 

- Tergugat sudah sering kali mentalak cerai Penggugat; 

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 

bulan November 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi 

meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tergugat 

ternyata tinggal bersama wanita lain; 

6. Bahwa setelah di telusuri oleh Penggugat 1(satu) bulan yang lalu ternyata 

Tergugat telah hidup bersama wanita lain bernama Yusnia asal dari 

Indramayu dan telah memiliki seorang anak Laki-laki yang berusia sekitar 3 

(tiga) tahun dengan Tergugat; 

 

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat 

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan 

perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, 

dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku; 

4. Memberikan hak asuh ketiga anak dari penggugat dan Tergugat kepada 

Penggugat, karena penggugat selaku Ibu kandung dan ketiga anak masih di 

bawah umur; 

5. Mengikat secara hukum kepada Tergugat untuk bisa memenuhi 

kewajibannya sebagai ayah kandung dari anak-anak Tergugat dan 

Penggugat untuk memberikan kasih sayang juga biaya hidup untuk 

kebutuhan ketiga anak-anaknya minimal 5 juta perbulan; 

Subsider:  

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak 

menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas 

panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. masing-masing tanggal 30 

Agustus 2017 dan 14 September 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak 

beralasan hukum;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat 

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun 

Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali 

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu 

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan serta menyampaikan 

keterangan tambahan sebagai berikut; 

- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 4 dan 5; 

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pada bulan November 2016 saat anak ketiga Penggugat 

dan Tergugat sakit, Tergugat tidak pulang padahal sudah di hubungi oleh 

penggugat dan berjanji akan pulang cepat karena masih di Singaraja 

mengantar tamu akan tetapi sampai keesokan harinya tidak datang juga, 

dan akhirnya Penggugat berusaha menghubungi Tergugat lagi lewat telfon 

agar pulang namun Tergugat marah-marah hingga terjadi pertengkaran; 

- Bahwa adik Penggugat pernah melihat motor Tergugat digunakan oleh 

seorang perempuan di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, 

setelah Penggugat telusuri ternyata perempuan itu adalah wanita 

selingkuhan Tergugat yang bernama Yusnia; 

- Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan 

tersebut tinggal bersama dalam kamar kos yang tidak jauh dari tempat 

tinggal Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat pernah menemui Yusnia yang merupakan selingkuhan 

Tergugat, dan dia mengakui bahwa hubungannya sudah 3 tahun dan pindah 

kos ke dekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat hamil 8 

bulan; 

- Bahwa Tergugat dan perempuan tersebut telah mempunyai seorang anak 

laki-laki berusia 3 tahun; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti tertulis berupa: 

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara Nomor 

XXXX atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Kelurahan Benoa telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan 

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan 

tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Penggugat dan 

Tergugat tanggal 16 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, telah dinazegelen 

serta bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya 

selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2; 

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 

juga menghadirkan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut: 

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal 

di  Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, 

Propinsi Bali,. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 

tiga orang anak; 

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa; 

- Bahwa pada awal kenal  rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, 

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kos; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

karena Tergugat jarang pulang, dan ketika pulang hanya diam di rumah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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selama 4 jam kemudian Tergugat pergi lagi dan Tergugat telah 

berselingkuh dengan wanita lain; 

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan tergugat di 

Kos karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain; 

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak; 

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir taxi sedangkan Penggugat 

pedagang makanan; 

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan 

Tergugat tidak pernah rukun kembali;  

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;  

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali 

dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal 

di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, 

Propinsi Bali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan 

dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

teman Penggugat sejak 4 tahun yang lalu; 

- Bahwa Penggugat dan saksi tempat usahanya di Pasar bersebelahan, 

Penggugat jual nasi sedangkan saksi jualan asesoris; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 

tiga orang anak; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

daerah Mumbul Kelurahan Benoa; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai tidak 

harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui 

telfon saat itu saksi sempat dengar Tergugat berkata-kata kasar seperti 

kata anjing dan Penggugat menangis, dan saat saksi berkunjung ke 

rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat antara Penggugat dan 

Tergugat saling bermuka masam dan komunikasinya dengan nada 

marah;;  

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain 

bahkan telah mempunyai seorang anak; 

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat; 

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan 

Tergugat tidak pernah rukun kembali;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan; 

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali 

dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa kemudian  Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu 

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin 

bercerai dari Tergugat serta mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori 

perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
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2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi 

wewenang Pengadilan Agama;  

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri 

di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh 

karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur 

pemanggilan Tergugat tersebut;  

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau 

kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan 

oleh suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat 

agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah 

hadir menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon 

kepada Majelis Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughra 

terhadap Penggugat, karena sejak bulan Mei 2015 kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam 

bentuk cekcok mulut yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan tidur 

di rumah, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan 

Tergugat sering mengucapkan kata cerai serta Tergugat telah berselingkuh 

dengan wanita lain yang bernama Yusnia dan telah memiliki seorang anak 

berusia 3 tahun, hingga puncaknya sejak bulan November 2016 Tergugat pergi 

meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah tinggal 

bersama lagi; 

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat 

tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 
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dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut 

hukum; 

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat 

ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari 

perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana 

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani 

pembuktian;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan 

sebagai berikut; 

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai P.2) yang 

diajukan Penggugat  Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa bukti surat Pengugat P.1, telah memenuhi ketentuan 

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai 

dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang 

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal 

Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan 

aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat 

berdomisili di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung akan tetapi alat bukti 

tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat publik oleh karenanya Majelis Hakim 

menilai bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti permulaan yang mempunyai 

kekuatan pembuktian bebas; 

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, setelah diteliti, dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea 

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea 

Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata 

sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil 

dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam 

perkara ini; 
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah 

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran 

dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sekarang 

antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun, dimana 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan selama itu pula 

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi meskipun 

kedua saksi sudah pernah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil adalah 

berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan 

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena 

itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1)R.Bg. sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu mengenai tempat 

tinggal Penggugat di Kelurahan Benoa dan mengenai keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu yang 

akhirnya sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan 

Penggugat serta selama pisah itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak 

pernah tinggal bersama lagi meskipun sudah ada upaya dari orang terdekat 

untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dengan demikian kedua saksi 

tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1  yang merupakan bukti 

permulaan maka harus didukung dengan alat bukti lain dan jika P.1 

dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menyatakan Penggugat 
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bertempat tinggal di kelurahan Benoa maka majelis hakim berpendapat bahwa 

bukti P.1 telah sempurna sebagai alat bukti dan majelis hakim berpendapat 

bahwa telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat(10 Undang-undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat 

yang diajukan Penggugat dan keterangan  kedua saksi Penggugat di muka 

persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama 

lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan menjadi fakta hukum 

sebagai berikut: 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan 

telah dikaruniai 3 orang anak; 

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun 

lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah 

berselingkuh dengan wanita lain; 

- Bahwa akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

tempat tinggal sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari 

kediaman bersama; 

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat 

dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang 

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai 

berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk 
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melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan 

perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di 

atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya 

perceraian yaitu Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan 

tidak berhasil dan adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat 

hidup rukun sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan 

dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang 

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu 

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha 

menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha 

yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian 

unsur pertama telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, 

Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara 

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan 

Tergugat telah pisah selama 1 tahun dan tidak pernah kumpul lagi, sehingga 

sulit untuk dirukunkan kembali maka gugatan Penggugat telah mempunyai 
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cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya 

“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas 

bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 

setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”; 

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang 

harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga 

(broken marriage). Oleh Karena itu tidaklah penting menitikberatkan dan 

mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan 

dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan 

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh 

Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh 

bagi keutuhan suami-istri; 

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan orang dekat Penggugat 

yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa 

orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi 

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah 

tangga, sehinggan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan 

tercapai, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga 

seperti itu di mana selama kurun waktu 1 (satu) tahun antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak 

lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja 

makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta 

tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya 

keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad 

Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, 

apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan 

yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan 

kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan 

Penggugat patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di 

dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih 

sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 

 المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan”;  

 

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan 

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II 

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang 

berbunyi : 

 امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق مما الإيذاء وكان الزوج اواعتراف الزوجة ببينة القاضى لذى دعواها ثبتت اذا
 بائنة طلقة طلقها بينهما الاصلاح عن القاضى وعجز

Artinya :  “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan 

keterangan istri atau karena   pengakuan  suami,  sedangkan  hubungan suami  

istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan 
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Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak 

ba’in kepada istrinya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam, karena talak tersebut dijatuhkan oleh pengadilan dan antara 

Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi 

perceraian, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat 

terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dan nafkah anak 

sebagaiamana tercantum dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan 

Penggugat yang sudah dicabut oleh Penggugat di persidangan majelis hakim 

berpendapat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk 

mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan 

Tergugat dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk 

dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;  

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 

7 Tahun 1989  yang telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 

2006  dan  perubahan   kedua  dengan Undang-Undang Nomor 50  tahun  2009  

maka  biaya   yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara' yang bersangkutan;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan 

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten 

Badung, Propinsi Bali dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, guna 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 466.000,00- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan  

dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., 

M.H. sebagai Ketua Majelis Koidin, S.H.I.,M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan 

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Hakim Ketua, 

Ttd 

 

  Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. 

  

 

Hakim Anggota, 

 Ttd 

 

  Koidin, S.H.I.,M.H.  

Hakim Anggota, 

Ttd 

 

Hapsah, S.H.I. 

Panitera Pengganti, 

Ttd 

 

Maryono, S.H.,M.H. 
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Rincian biaya perkara  

1. Biaya pendaftaran : Rp    30.000,00 

2. Biaya adminstrasi : Rp    50.000,00 

3. Biaya panggilan  : Rp  375.000,00 

4. Biaya redaksi  : Rp      5.000,00 

5. Biaya materai  : Rp      6.000,00 + 

Jumlah   : Rp 466.000,00  

                                         (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) 
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